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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengamanatkan bahwa 

dalam hal pemilihan penyedia layanan jasa Konsultansi 

Konstruksi yang menggunakan tenaga kerja konstruksi pada 

jenjang jabatan ahli, Pengguna Jasa harus memperhatikan 

standar remunerasi minimal yang ditetapkan oleh Menteri; 

b. bahwa Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 

tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengamanatkan bahwa 

untuk mendapatkan pengakuan pengalaman profesional, 

setiap tenaga kerja konstruksi harus melakukan registrasi 

kepada Menteri, dan Registrasi dibuktikan dengan tanda 

daftar pengalaman profesional; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Pekerjaan  Umum  dan Perumahan 

Rakyat tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja 

Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa 
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Konsultansi Konstruksi; 

 

Mengingat: 

 

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4279); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5520); 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 11,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6018); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6108); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang 

Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5747); 

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali  

diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 

2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 

54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5655); 

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466); 
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8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 20/PRT/M/2016  tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 817);  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT TENTANG STANDAR REMUNERASI 

MINIMAL TENAGA KERJA KONSTRUKSI PADA JENJANG 

JABATAN AHLI UNTUK LAYANAN JASA KONSULTANSI 

KONSTRUKSI.  

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Remunerasi adalah imbalan yang diberikan sebagai 

balas jasa untuk pekerjaan yang dilakukan. 

2. Remunerasi Minimal adalah remunerasi paling rendah 

yang diberikan sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang 

dilakukan. 

3. Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi adalah layanan 

keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi 

pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, 

dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu 

bangunan. 

4. Jenjang Jabatan Ahli adalah penggolongan profesi dan 

keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa 

konstruksi menurut tingkat kedalaman kompetensi dan 

kemampuan profesi dan keahlian. 

5. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti 

pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi. 

6. Tenaga Kerja Konstruksi adalah setiap orang yang 

mampu melakukan pekerjaan di sektor jasa konstruksi 

baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun 
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untuk masyarakat, yang terdiri atas kualifikasi dalam 

jabatan operator, teknisi atau analis, dan ahli. 

7. Ahli adalah orang yang memiliki kemampuan dalam 

menelaah, menganalisis, menginterpretasi suatu ilmu, 

atau memerlukan kepandaian khusus untuk 

menjalankannya 

8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi. 

 

Pasal 2 

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam 

menentukan Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi 

pada jenjang jabatan ahli pada layanan jasa konsultansi 

konstruksi. 

(2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar Tenaga Kerja 

Konstruksi pada jenjang jabatan ahli mendapatkan 

Remunerasi yang memadai sehingga mendorong 

meningkatnya kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas 

tenaga kerja konstruksi nasional. 

 

Pasal 3 

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini 

meliputi:  

a. Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli; 

b. standar Remunerasi Minimal; 

c. indeks standar Remunerasi Minimal per daerah provinsi;dan 

d. sanksi. 

 

BAB II 

TENAGA KERJA KONSTRUKSI PADA JENJANG JABATAN AHLI 

 

Bagian Kesatu 

Tenaga Kerja Konstruksi 

 

Pasal 4 

(1) Tenaga Kerja Konstruksi yang memberikan layanan jasa 

konsultansi konstruksi dapat berupa: 
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